
Iventarisasi terhadap 
Pemegang IUP yang telah 

menyusun Dukumen Program 
Perberdayaan Masyarakat 

(PPM) 
I K : 

Jumlah IUP yang 
Terinventarisasi  

Sosialisasi Penyusunan 
Dokumen Program 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

I K : 
Jumlah IUP yang 

Tersosialisasi 

Meningkatkan Pelaksanaan 
Kewajiban Pemegang IUP  

I K : 
- Jlh Pemegang IUP yg Melaksanakan 

Kewajiban PNBP dan Pajak 
Jlh Pemegang IUP  yg melaksanakan 
kewajiban thd Masyarakat disekitar 

wilayah tambang 

Evaluasi Kepatuhan 
Pemegang IUP Terhadap 

Kewajiban PNBP 
I K : 

Jumlah IUP yang Mematuhi 
Kewajiban PNBP 

Pembinaan Terhadap Teknis 
Operasional Pertambangan 

I K : 
Jlh IUP yang Melaksanakan 

Teknis Pertambangan Secara 
Benar 

Meningkatnya 
Pembinaan IUP 

I K : 
Jlh IUP yang dibina 

Memberikan Pembinaan 
Tentang Standar 

Operasional Usaha 
Pertambangan 

I K : 
Jumlah IUP yang Memiliki 
SOP Usaha Pertambangan 

Meningkatkan  Pengawasan 
IUP yg Aktif 

 
I K : 

 
 Jlh IUP aktif yg diawasi 

Pengawasan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, Keselamatan 

Operasi dan Teknis Tertambangan 
I K : 

Jumlah Pemegang IUP yang 
Mematuhi Peraturan 

Meningkatkan Pelaksanaan K3, 
Teknis dan Lingkungan 

Pertambangan 
I K : 

Jlh Usaha Pertambangan yg 
diawasi 

Pengawasan Pengelolaan 
Lingkungan Pertambangan, 

Reklamasi, Pasca Tambang dan 
Konservasi Sumber Daya Minerba 

I K : 
Jumlah Pemegang IUP 

Meningkatkan 
Manajemen Sumber 

Daya Manusia Pengelola 
IUP 
I K : 

Jlh SDM yg mempunyai 
SOP Usaha 

Memberikan Pembinaan 
Tentang Standar 

Operasional Usaha 
Pertambangan 

I K : 
Jumlah IUP yang Memiliki 
SOP Usaha Pertambangan 

SS 1 
Meningkatnya Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara Yang Baik dan Akuntabel  
I K U : 

- % Penurunan Pertambangan Tanpa Izin  
- Jumlah Kecelakaan Tambang 

Pembinaan Terhadap 
Penerapan Standar 

Kompetensi Tenaga Kerja 
Pertambangan 

I K : 
Jumlah IUP yang Memenuhi 

Standar Ketenagakerjaan 

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya 
Manusia Sektor Minerba 

I K : 
Jlh SDM yang Memahami Peraturan 

Perundang-Undangan 
Jlh SDM yang Mempunyai Kompetensi 

Peningkatan Usaha 
Kompetensi Sumber Daya 

Manusia 
I K : 

- Jlh SDM yg mengikuti 
kegiatan peningkatan 

Bimtek Terhadap Usaha 
Pertambangan Rakyat 

I K : 
Jumlah Pelaku Tambang Rakyat 

yang mempunyai 
berkemampuan Teknis sesuai 

Standar 

Fasilitasi Penyelesaian 
Permasalahan IUP Sumbar 

I K : 
Jumlah Kasus di Kegiatan 
IUP yang Terselesaikan 

Inventarisasi Terhadap 
IUP yang di Terbitkan 

I K : 
Jumlah IUP yang  di 

terbitkan 

Monitoring dan Evaluasi 
Produksi dan Penjualan 

I K : 
Jumlah Data Produksi dan 

Penjualan 

Sumber Daya yang 
dibutuhkan 

1.SDM 
2.Anggaran 

Sumber Daya 
yang dibutuhkan 

1.SDM 
2.Anggaran 

Sumber Daya yang 
dibutuhkan 

1.SDM 
2.Anggaran 

Sumber Daya yang 
dibutuhkan 

1.SDM 
2.Anggaran 

Evaluasi Pelaksanaan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Sekitar Wilayah Tambang 

I K : 
Jumlah Pemegang IUP yang 

Melaksanakan PPM 

Sumber Daya yang 
dibutuhkan 

1.SDM 
2.Anggaran 

Sosialisasi Peraturan Bidang 
Pertambangan Minerba 

I K : 
Jumlah Sumber Daya Manusia 

yang Memahmi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Bimtek Pengelolaan Usaha 
Pertambangan Minerba  

I K : 
Jumlah Sumber Daya Manusia 

yang Memahmi Teknis Pengelolaan 
Usaha Pertambangan Minerba  

Sumber Daya yang 
dibutuhkan 

1.SDM 
2.Anggaran 

Meningkatnya Jumlah  Usaha 
Pertambangan yang Berizin 

I K : 
Jlh Izin baru yang diterbitkan 

Meningkatnya Pemegang Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) yang Aktif  

I K : 
Jlh Pemegang IUP yang Aktif 

Sumber Daya yang 

dibutuhkan 

1. SDM 
2. Anggaran 

Sumber Daya yang 

dibutuhkan 

1. SDM 

2. Anggaran 

Meningkatnya Observasi 
terhadap Eksploitasi Air Tanah 

I K : 
Jumlah Observasi yang 

dilakukan: 

Pemberitahuan kepada 
Pengguna Air Tanah untuk 

melaporkan Produksi 
Bulanan Air Tanah  ke Dinas 

ESDM Pov. Sumbar.  
I K : 

Jumlah Surat 
Pemberitahuan 

Melakukan Koordinasi 
dengan Perusahaan 
Pengguna Air Tanah  

I K : 
Jumlah Koordinasi 

Meningkatnya  Sarana 
prasarana  ekploitasi  air 

tanah 
I K : 

Jlh  Sarana Prasarana 

Pengadaan Sarana 
Prasarana  Komputer 

I K : 
Jumlah Komputer 

Pengadaan Alat Pantau 
Sumur Bor Produksi 

I K : 
Jumlah  Alat Pantau (Well  

Camera) 

Meningkatnya Observasi 
terhadap Pengusahaan Air 

Tanah 
I K : 

Jlh Observasi yg dilakukan 

Melakukan Kunjungan  
Lapangan ke lokasi Sumur 

Bor yang berkasus  
I K : 

Jumlah  Sumur Bor yang 
berkasus 

Melakukan  Kunjungan 
Lapangan  ke Pemegang izin 

pengusahaan Air Tanah  
I K : 

Jumlah Sumur Bor yang di 
awasi 

Pemantauan  Sumur Pantau  
di Wilayah Pesisir 

I K : 
Jlh Sumur Pantau yg  

terpantau 

Pembangunan Sumur 
Pantau di Wilayah Kritis 

Air Tanah 
I K : 

Jumlah Sumur Pantau  
Yang di Bangun. 

Meningkatnya  Informasi 
Kualitas Air Tanah  Wilayah 

Pesisir.  
I K : 

Jlh Informasi Kualitas Air 
Tanah  Wilayah Pesisir  

Sumber Daya yang 

dibutuhkan 

1. SDM 

2. Anggaran 

SS 2 
Meningkatnya Pengelolaan  Air Tanah Berbasis Konservasi  

Yang Sesuai Peraturan dan Perundangan Yang Berlaku  
I K U : 

Persentase Peningkatan Izin Penggunaan Air Tanah  

Meningkatnya Pengusahaan Air 
Tanah yang sesuai Aturan 

 
I K : 

 
Jumlah Pengusahaan Air Tanah yg 

sesuai aturan 
 

Meningkatkan Kontrol Ekploitasi  
Air Tanah  

I K : 
Jumlah eksploitasi air tanah yang 

dikendalikan  

Terlindunginya Wilayah Konservasi 
Air Tanah  

I K U  : 
Luasan Wilayah Konservasi Air 

Tanah 

Meningkatnya Akurasi Data 
Pengusahaan Air Tanah  

I K :  
Persentase peningkatan data 

pengusahaan air tanah 

Meningkatnya Sinergisitas dg 
Pusat Air Tanah dan Geologi 

Tata Lingkungan Badan 
Geologi. 

I K : 
Jumlah Masalah terkait air 

tanah yg tersolusikan 

Observasi Lapangan ke 
Pemohon Pengguna Air 

Tanah 
I K : 

Jumlah Sumur Bor/Gali  yang 
di Monev 

Melakukan Perjalanan 
Dinas 

ke Pusat Air Tanah dan 
Geologi Tata Lingkungan 

Badan Geologi. 
I K : 

Jumlah Perjalan Dinas 

Terlaksananya 
Rekomendasi Perizinan 
Air Tanah Kepada DPM 

&PTSP 
I K : 

Jumlah Rekomendasi yang 
di Terbitkan 

Menghadiri Koloqium Hasil 
Kegiatan Pusat Air Tanah 

dan Geologi Tata 
Lingkungan Badan Geologi 

I K : 
Jumlah Koloqium 

Sosialisasi Peraturan 
Pemanfaatan Air Tanah 

I K : 
Jumlah Aparatur dan Stake 

Holder 

Meningkatnya Data 
Ekploitasi Air Tanah 

I K : 
% Peningkatan data 

Eksploitasi  Air Tanah 

Inventarisasi Pengguna 
Air Tanah 

I K : 
Jumlah Sumur Bor yang 

Teriventarisi. 

Pemberitahuan Kepada 
Pengguna Air Tanah Untuk 

Pengurusan Izin Pemanfaatan 
Air Tanah 

I K : 
Jumlah Surat Pemberitahuan 

Penyusunan Dokumen 
Nilai Perolehan Air Tanah 

(NPA)  
I K : 

Jumlah Dokumen NPA 

Meningkatnya Database Zona 
Konservasi Air Tanah berbasir 

Cekungan Air Tanah (CAT) 
I K : 

- % peningkatan data  Luasan 
Resapan  
- % Peningkatan data  Luasan  
Zonasi  Air Tanah 

Terpetakan Zonasi Air 
Tanah 

I K : 
Luasan Daerah Zonasi Air 

Tanah 

Terpetakannya Wilayah 
Zona Resapan Air Tanah  

I K : 
Luasan Wilayah Resapan 

Terlaksananya Eksploirasi 
Air Tanah Dengan 

Geolistrik 
I K : 

Jumlah Lokasi 

Sumber Daya yang 

dibutuhkan 

1. SDM 

2. Anggaran 

Sumber Daya yang 

dibutuhkan 

1. SDM 

2. Anggaran 

Sumber Daya yang 

dibutuhkan 

1. SDM 

2. Anggaran 

Sumber Daya yang 

dibutuhkan 

1. SDM 

2. Anggaran 

Sumber Daya yang 

dibutuhkan 

1. SDM 

2. Anggaran 

Meningkatnya 
Pengetahuan/pemahaman 

SDM di bidang EKTL 
I K : 

Jlh SDM yang ditingkatkan 
pengetahuannya 

Bimtek/Sosialisasi 
pelaku usaha EKTL  

I K : 
Jumlah peserta 

Bimtek/Sosialisasi 

Bimtek/Sosialisasi EKTL 
bagi Aparatur  

I K : 
Jumlah aparatur yang 

mengikuti 
Bimtek/Sosialisasi 

Pemberitahuan 
Penggunaan Energi 

pada Bangunan Gedung 
I K : 

Jumlah Surat 
Pemberitahuan 

Meningkatnya Ketersediaan 
Infrastruktur  Ketenagalistrikan 

I K : 
Jlh Ketersediaan Infrastruktur 

ketenagalistrikan  

Meningkatnya Usaha Energi dan 
Ketenagalistrikan (EKTL) yang Sesuai 

Aturan 
I K : 

Jlh Peningkatan usaha EKTL yg sesuai 
aturan 

Meningkatnya Konservasi Energi 
I K : 

Persentase Efisiensi Pemanfaatan 
Energi 

Pembangunan Infrastruktur 
EKTL 
I K : 

Jlh Infrastruktur yg dibangun 

Meningkatkan Aksebilitas 
Energi Masyarakat Sumbar 

I K : 
Jlh penerima manfaat 
pengembangan energi 

Pembangunan PLTS 
 

I K : 
 

Jumlah PLTS Terbangun 

Data Daerah dan Rumah 

Tangga Belum Berlistrik 

I K : 

Data Rumah Tangga dan 

Desa Belum Berlistrik 

Pembangunan PLTMH 
I K : 

Jumlah PLTMH 
Terbangun 

Data Potensi dan 
Perencanaan 

Ketenagalistrikan 
I K : 

Data Potensi EBT 

Tersedianya Dokumen 
FS/DED 

I K : 
Jumlah Dokumen 

FS/DED 

Meningkatnya Pelayanan 
Rekomendasi Teknis Bidang 

EKTL  
I K : 

Data Rekomendasi Teknis 

Monitoring dan Evaluasi 
Pemegang Izin Usaha  

Ketenagalistrikan 
I K : 

Data monev yang dilakukan 

Penyusunan regulasi 
EKTL sesuai 

kewenangan 
I K : 

Data regulasi yang di 
terbitkan 

Meningkatnya perencanaan 
Pemanfaatan Energi 

I K : 
Persentase Potensi EBT yang 

dimanfaatkan sesuai 
perencanaan 

Menyusun Dokumen 
RUED 
I K : 

Jumlah Dokumen 

Menyusun Naskah 
Akademik RUED 

I K : 
Jumlah Naskah 

Akademik 

Inventarisasi dan 
Identifikasi Data Energi 

I K : 
Jumlah Surat 

Pemberitahuan 

Sumber Daya yang 
dibutuhkan 

1.SDM 
2.Anggaran 

Sumber Daya yang 
dibutuhkan 

1.SDM 
2.Anggaran 

Sumber Daya yang 
dibutuhkan 

1.SDM 
2.Anggaran 

Sumber Daya yang 
dibutuhkan 

1.SDM 
2.Anggaran 

Sosialisasi Konservasi 
Energi 

I K : 
Jumlah Sosialisasi yang 

dilakukan 

Monitoring dan Evaluasi 
Pemakaian Energi pada 

Bangunan Gedung 
I K : 

Jlh Data Pemakaian Energi 
Bangunan Gedung 

Melaksanakan Konservasi 
Energi secara Optimal 

I K : 
Jlh Konservasi Energi yg 

dilaksanakan 

Sumber Daya yang 
dibutuhkan 

1.SDM 

2.Anggaran 

Sumber Daya yang 
dibutuhkan 

1.SDM 
2.Anggaran 

Menyusun Dokumen 
RUKD 
I K : 

Dokumen RUKD 

SS 3 
Meningkatnya Cakupan Layanan Lisrik dan Konservasi Energi 

I K U : 
- % Peningkatan Rasio  Desa Berlistrik 

- % Peningkatan Konservasi Energi 

Peninjauan Lokasi 
Permohonan Izin Usaha EKTL 

dalam rangka pemberian 
rekomendasi teknis 

I K : 
Data peninjauan Lokasi 
Permohonan Izin yang 

dilakukan 

Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur EKTL  
IK : Rasio elektrifikasi 

Meningkatnya tata kelola ESDM yang baik dan akuntabel 
IK : % Penurunan pertambangan tanpa izin  

                            % Peningkatan izin penggunaan air tanah 

Meningkatnya kinerja organisasi  
IK : Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 

POHON KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

Tingkat Kesesuaian 
Program/Kegiatan yg 

ada di Renstra dg yg ada 
di DPA 

I K : 
Persentase Kesesuaian 
Program/Kegiatan di 

Renstra dg DPA 

Ketepatan Waktu 
Penyampaian Dokumen 

Perencanaan (Renstra, RKT, 
Perjanjian Kinerja)  dan 
Pelaporan Organisasi  

 I K : 
1. Jumlah Dokumen 
Perencanaan yang 

disampaikan tepat waktu 
2. Jlh Dokumen Pelaporan yg 

disampaikan tepat waktu 
Meningkatnya Pengelolaan 

Sapras 
I K : 

1. Persentase BMD dalam 
Kondisi Baik 

2. Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Sapras Pendukung 

Kinerja 

Ketersediaan Data 
Kepegawaian yg Akurat 

I K : 
Persentase Ketersediaan 

Data Kepegawaian Meningkatnya Pelayanan 
Administasi Kepegawaian 

I K :  
Persentase Usulan Kenaikan 

Pangkat , Usulan Pensiun, 
Usulan KGB yg diproses Tepat 

Waktu 

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan 
Pelaporan Organisasi 

I K : 
1. Persentase Kesesuaian Dokumen 
Perencanaan   dan Penganggaran 
2. Waktu Penyampaian Laporan 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Internal Organisasi  

I K : 
Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan 

yg diberikan Organisasi  

Meningkatnya  Kualitas 
Penatausahaan Keuangan 

I K : 
Berkurangnya Kesalahan Hasil 

Verifikasi Keuangan 

SS 4 
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi 

I K U : 
Nilai Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja 

Meningkatnya Pngelolaan 
Administrasi Keuangan 

I K : 
Penyampaian SPJ  Paling 
lama 5 hari setelah bulan 

berkenaan 
Meningkatnya  

Kesesuaian 
Pertanggungjawaban 
Keuangan  dg Aturan 

I K : 
1. Persentase SPJ yg 

Administrasinya Lengkap 
2. Persentase SPJ yg 

sesuai dg Aturan 
Penatausahaan 

Meningkatnya  Pengawasan Internal 
Organisasi 

I K : 
Berkurangnya Temuan Pemeriksaan 

Terhadap Organisasi 

Meningkatnya Tindak 
Lanjut Temuan 
Pemeriksaan 

I K : 
Persentase Temuan 

Pemeriksaan yg dapat 
ditindaklanjuti 

Meningkatnya Pejabat ASN 
yg Mengisi LHKPN/LHKASN 

I K : 
Persentase Pejabat di 
Organisasi yg mengisi 

LHKPN/LHKASN  

Meningkatnya Kualitas 
Peloporan Kinerja 

Organisasi 
I K : 

Nilai Pelaporan Kinerja yg 
dievaluasi oleh 

Inspektorat 


